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connection and audit committee, on tax avoidance. The research’s
population is manufactur company and main sector that listed in

Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2013-2017. This research

Revisi Akhir: September 2019

samples were 50 companies with purposive sampling methods. The

data were analyzed used multiple linear analysis. The results of the
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research showed the political connection and audit committee has

affected toward tax avoidance.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Self Assessment System merupakan salah
satu sistem pajak yang digunakan di
Indonesia. Wajib pajak diberi kekuasaan
penuh untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan pajaknya sendiri. Self Assessment
System diatur dalam pasal 12 undang-undang
Ketentuan Umum Perpajakan. [1] menyatakan
bahwa penerapan undang-undang perpajakan
tersebut seolah-olah memberikan kesempatan
bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan
dapat mengurangi jumlah pajak yang harus
dibayar menekan

dengan cara biaya

perusahaan termasuk beban pajaknya. Hal ini
sejalan dengan [2]yang menyebutkan bahwa
praktik tax avoidane dilakukan dengan
memanfaatkan kelemahan peraturan. Salah satu
upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan
penerimaan pajak adalah dengan cara melakukan
perbaikan dan penyempurnaan  peraturan-
peraturan perpajakan [3].


http://ojs.unitas-pdg..ac.id/
mailto:chandra.putry@ustjogja.ac.id

NUR ANITA CHANDRA PUTRI/JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN-VOL. 10 NO. 4 2019
Edisi Khusus SMAR

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pajak tahun 2013-2017

Tahun penerimaan Target Realisasi
2013 1.148.000,00 1.077306,70
2014 1.247.949,73 1.146.865,80
2015 1.521.986,33 1.240.418,86
2016 1.540.731,53 1.284.970,10
2017 1.647.326,51 1.472.709,90

Sumber:www.bps.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1. menjelaskan
bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun
2013 sampai dengan tahun 2017 belum
sepenuhnya sesuai dengan target yang
ditetapkan. Hal ini  membuktikan bahwa
ketercapaian target penerimaan pajak salah
satunya tergantung pada kesadaran wajib
pajakkhususnya bagi perusahaan. Perusahaan
berkontribusi cukup besar dalam sektor pajak.
Namun, masih banyak perusahaan yang merasa
membayar pajak adalah beban yang mana dapat
mengurangi laba perusahaan. Seperti halnya
kasus Direktur di hukum 7 bulan penjara dan
denda 11,74 miliar setelah merugikan negara
sebesar 5,8 miliar dengan melakukan kecurangan
membuat faktur pajak tidak sesuai dengan
transaksi ekonomi yang sebenarnya [4].

Praktik pelaksanaan penerimaan pajak,
perusahaan dan pemerintah mempunyai tujuan
yang bertentangan terkait dengan pembayaran
pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan
pajak yang tinggi artinya tidak menginginkan
adanya tax avoidance sedangkan perusahaan
sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran
pajak yang rendah dengan melakukan tax
avoidance [5][6][7].[8] menyatakan bahwa
perbedaan tujuan antara pemerintah dengan
perusahaanini yang menyebabkan perusahaan
berusaha untuk membayar pajak seminimal
mungkin dengan melakukan perencanaan pajak
(tax planning). Perencanaan pajak (tax planning)
yang dilakukan tetapi tidak bertentangan dengan
peraturan  perpajakan dan legal disebut
penghindaran pajak (tax avoidance), sedangkan
perencanaan pajak, (tax planning) yang jenis
festival dan event international, yang menjadi
daya tarik datangnya wisatawan ke Provinsi
Sumatera Barat.

Keberhasilan industri pariwisata tidak terlepas
dari layanan yang diberikan kepada wisatawan saat
berwisata. Wisata halal menjadi daya tarik
tersendiri, terutama wisatawan lokal di Sumatera
barat yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan
dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan
pajak (tax evasion) [9]. [10] mendefinisikan
penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan
suatu tindakan yang bertujuan meminimalkan
kewajiban pajak secara hati-hati dengan mengambil
celah-celah dalam  ketentuan pajak. Dalam
praktiknya wajib pajak orang pribadi atau badan
tidak secara langsung melakukan pelanggaran
undang-undang namun menafsirkan undang-undang
dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai [11].
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tax
avoidance antara lain koneksi politik dan komite
audit.

[12][13][14] menyebutkan bahwa koneksi
politik diharapkan mampu memberikan manfaat
yang sama bagi kedua belah pihak, bagi perusahaan
memperoleh berbagai keuntungan yaitu pinjaman
dapat diperoleh dengan mudah, pemeriksaan pajak
rendah, adanya hak-hak istimewa salah satunya
mendapatkan bantuan dana saat terjadi krisisserta
pembayaran pajak relatif lebih rendah. Penelitian
yang dilakukan oleh [15] [16][17][14] menunjukkan
hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.

Komite audit merupakan salah satu komponen
dalam Corporate Governance yang memilik peran
penting dalam kebijakan internal perusahaan.
Tanggung jawab komite audit dalam Corporate
Governance (CG) adalah untuk membantu dewan
komisaris dengan tanggung jawab memastikan
bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku, memastikan tidak ada kecurangan
yang dilakukan karyawan terhadap kepentingan
perusahaan, serta mengawasi etika perusahaan
dalam melakukan kegiatan usahanya
[18].Kewenangan yang dimilikinya komite audit
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diharapkan praktik tax avoidance dapat dicegah
[13]. [19] menyatakan bahwa jika dalam satu
perusahaan jumlah anggota komite kurang dari 3
atau tidak sesuai dengan peraturan BEI, maka
tindakan manajemen dalam meminimalkan laba
untuk kepentingan pajak akan meningkat
[18][20][21] menyatakan bahwa jumlah anggota
komite audit berpengaruh terhadap praktik tax
avoidance.
Sedangkan penelitian yang dilakukan
[13][22]dan menyatakan bahwa komite audit
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Berdasarkan latar belakang diatas,
maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik
terhadap tax avoidance?
2. Bagaimana pengaruh  komite  audit

terhadap tax avoidance?

LANDASAN TEORI
Teori Agensi

Teori agensi  menjelaskan  bahwa
perusahaan merupakan bentuk kontrak antara
pemilik (principal) perusahaandengan manajer
(agent) yang mengurus penggunaan dan
pengendalian sumber daya tersebut [23] . Dalam
mewujudkan kontrak yang dimaksud, pemilik
perusahaanmenyediakan fasilitas dan dana untuk
kebutuhan operasi perusahaan. Manajer sebagai
pemimpin operasional perusahaan mempunyai
tanggung jawab mengelola perusahaan sesuai
kontrak yang diamanahkan oleh pemilik. Pemilik
perusahaan  mempunyai  kewajiban  untuk
memberi imbalan kepada manajer berupa gaji,
bonus dan kompensasi lainnya atas apa yang
telah dilakukan manajer terhadap perusahaan
[24].

Menurut [25] menyebutkan tiga bentuk
keagenan vyaitu, antara pemilik dengan
manajemen, kreditor dengan manajemen, dan
pemerintah dengan manajemen. Oleh karena itu
pemiliki  (principal) bukan hanya pemilik
perusahaan tetapi juga bisa berupa pemegang
saham, kreditur, maupun pemerintah [14] .Teori

agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan
kepentingan yang muncul antara pemilik utama
perusahaan Yyaitu pemerintah yang merangkap
sebagai pembuat regulasi dalam hal ini perpajakan
dengan pembayar pajak dalam hal ini manajemen
perusahaan [26].

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak [27] menjelaskan bahwa
usaha dan perbuatan yang ditujukan secara langsung
kepada fiskus bertujuan menghindari pajak
merupakan perlawanan pajak aktif. Berbagai Metode
dan teknik dengan memanfaatkan kelemahan-
kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan
untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. [10]
mendefinisikan tax avoidance sebagai suatu
tindakan pengurangan pajak dengan sikap hati-hati
dan memanfaatkan celah dalam ketentuan pajak
seperti pengenaan pajak melalui beberapa transaksi
yang bukan merupakan objek pajak.

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah akses perusahaan
yang memiliki kemudahan didalam pemerintahan
seperti risiko pemeriksaaan pajak yang rendah [12].
Hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan)
segala  urusan  atau kegiatan mengenai
ketatanegaraan atau kenegaraan. Hubungan antara
ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena
keduanya akan tetap saling
mempengaruhi.Perusahaan yang terkoneksi politik
ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki
ikatan secara politik atau perusahaan memiliki
kedekatan dengan politisi atau pemerintah [22].
Perusahaan yang memilik koneksi politik merupakan
perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki
ikatan secara politik atau perusahaan memiliki
kedekatan dengan politisi atau pemerintah [22] [22]
[13] [14]. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi
politik apabila minimal salah satu pimpinan
perusahaan merupakan anggota parlemen, menteri
atau memiliki hubungan dekat dengan politikus atau
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partai politik [28]. Hubungan dekat yang
dimaksud meliputi: (a) Pimpinan perusahaan
yang memiliki hubungan pertemanan dengan
kepala negara, menteri atau anggota parlemen,
partai politik, (b) Koneksi dengan pejabat yang
pernah menjabat sebagai kepala negara atau
perdana menteri pada periode sebelumnya, (c)
Perusahaan terlibat secara langsung dalam dunia
politik.Keuntungan  yang dapat diperoleh
perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah
pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah.

Komite Audit

Sejak  direkomendasikan corporate
governance di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Komite audit merupakan salah satu bagian dari
manajemen  dibawah  pengawasan  dewan
komisaris perusahaan yang mempunyai pengaruh
yang signifikan dalam penentuan kebijakan
perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki
kompetensi pada bidang akuntansi atau keuangan
lebih memahami risiko deteksi dalam peraturan
perpajakan, sehingga dapat memberikan saran
yang berguna untuk melakukan penghindaran
pajak .[19] menyatakan dalam suatu perusahaan
jumlah komite audit sesuai dengan peraturan BEI
yaitu mengharuskan minimal 3 (tiga) orang
sehingga akan meningkatkan pengawasan
tindakan yang dilakukan manajemen dalam
melakukan meminimalisasi laba  untuk
pembayaran pajak.

[19] menyatakan dalam suatu perusahaan
jumlah komite audit sesuai dengan peraturan BEI
yaitu mengharuskan minimal 3 (tiga) orang
sehingga akan meningkatkan pengawasan
tindakan yang dilakukan manajemen dalam
melakukan ~ meminimalisasi laba  untuk
pembayaran pajak.Menurut [18] [29] menyatakan
bahwa keberadaan komite audit memiliki
pengaruh terhadap tax avoidance. Semakin
banyak jumlah komite audit dalam suatu
perusahaan maka akan meningkatkan kualitas
good corporate governance sehingga mampu

memeperkecil ~ kemungkinan  terjadinya  tax
avoidance
Hipotesis
Pengaruh  Koneksi Politik terhadap Tax
avoidance

Koneksi politik merupakan hubungan antara
beberapa pihak yang saling menguntungkan antara
pihak tertentu dengan pihak yang memilik
kepentingan dalam politik [30]. Perusahaan yang
berkoneksi politik adalah Perusahaan yang memiliki
kedekatan dan menjalin ikatan secara politik dengan
politisi atau pemerintah. Koneksi politik sering
dimanfaatkan  untuk  memperoleh  perlakukan
istimewa atas kedekatan top management dengan
politisi atau pemerintah dan memberikan akibat
positif untuk suatu perusahaan terhadap tax
avoidance [31]. Perusahaan yang terkoneksi politik
juga menikmati pajak yang lebih rendah [16]. [32]
menyebutkan  perlakuan  istimewa  terhadap
perusahaan yang mempunyai koneksi politik yaitu
memperoleh kemudahan dalam pinjaman modal,
risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga
membuat  perusahaan makin agresif dalam
menetapkan tax planning yang berakibat pada
menurunnya transparansi laporan keuangan. Selain
itu, adanya preferensi dalam pengawasan dan
lemahnya penegakan sanksi pajak membuat
perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti
tidak tersentuh (untouchable) sehingga terdapat
kaitan positif antara koneksi politik dan tax
avoidance [14].

[15] [17][14] [13] menyimpulkan bahwa
koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax
avoidance. Berdasarkan teori dan hasil penelitian
terdahulu diduga ada hubungan positif antara
koneksi politik terhadap tax avoidance, sehingga
hipotesis satu yang dapat ditarik adalah:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif

terhadap tax avoidance

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax
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avoidance

Komite audit adalah komite tambahan
yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam
proses penyusunan laporan keuangan perusahaan
untuk menghindari kecurangan pihak manajemen
serta memastikan bahwa perusahaan telah
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku
[33]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [19]
menemukan bahwa jumlah komite audit kurang
dari tiga orang menunjukkan adanya tidak
sesuaian terhadap peraturan bursa efek Indonesia
sehingga tindakan manajemen dalam melakukan
pengurangan laba untuk kepentingan pajak
meningkat. Menurut [18] dalam penelitiannya
menyatakan bahwa keberadaan komite audit
memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Kualitas good corporate governance yang
semakin  tinggi  menunjukkan  pentingnya
keberadaan komite audit dalam perusahaan,
sehingga akan memperkecil tindakan tax
avoidance.Penelitian terkait juga dilakukan oleh
[20] yang menunjukan bahwa jumlah komite
audit ~ memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap tax avoidance hal itu dapat diartikan
semakin banyak jumlah komite audit sesuai
dengan peraturan bei maka dapat memperkecil

tindakan tax avoidance yang dilakukan
perusahaan
H2: Komite audit berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance.
METODOLOGI

Populasi yang digunakan adalaha

perusahaan manufaktur dan sektro utama yang
terdaftardi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
tahun 2013-2107. Pemilihan sampel pada
penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling dengan tujuan mendapatkan sampel

yang sesuai dengan kriteria yang ditelah
ditentukan.
Kriteria sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
Perusahaan manufaktur dan perusahaan

utama yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.

Perusahaan  sampel tidak  mengalami
kerugian selama 2013-2017, jika perusahaan
mengalami  kerugian maka perusahaan tidak

diwajibkan untuk membayar pajak sehingga kurang
relevan dengan penelitian ini.
Perusahaan sampel menggunakan mata uang
Rupiah.
Perusahaan memiliki data terkait dengan
variabel-variabel yang digunakan penelitian ini.

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan yang
bertujuan bertujuan meminimalkan kewajiban pajak
secara hati-hati dengan mengambil celah-celah
dalam ketentuan pajak [10]. Tax avoidance pada
penelitian ini diukur menggunakan rasio CETR
dengan perhitungan sebagai berikut:
CETR = Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah akses perusahaan
untuk memperoleh kemudahan dalam pemerintahan
dan perlakuan khusus dari pemerintah yang sedang
berkuasa, seperti kemudahan dalam memperoleh
pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang
rendah  [28]. Koneksi  politik  dijelaskan
menggunakan variabel dummy, dengan memberu
nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang terindikasi
koneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk sebaliknya.
Kriteria perusahaan yang terkoneksi politik ini
mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh [34]
yaitu:

Salah satu direktur atau komisaris merupakan
anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat
dalam salah satu institusi pemerintah termasuk
militer, atau anggota partai politik.

Salah satu direktur atau komisaris merupakan
mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet
eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi
pemerintah termasuk militer,

Salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10%

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang 5



NUR ANITA CHANDRA PUTRI/JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN-VOL. 10 NO. 4 2019
Edisi Khusus SMAR

merupakan anggota partai politik, memiliki
hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat
atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Komite Audit

Komite audit adalah komite tambahan
yang dibawahi oleh dewan komisaris dengan
tugas utama membantu komisaris dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan
mengontrol apakah perusahaan berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat
menghindari  kecurangan  yang dilakukan
manajemen  [35]. Komite audit diukur
mengghunakan variabel dummy yang bernilai 1
jika komite audit berjumlah 3 (tiga) anggora dan
nilai 0 (nol) jika komite audit kurang dari 3 (tiga)
anggota [36]

Metode Analisis Data
1.Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  bertujuan  untuk
memberikan gambaran mengenai informasi
relevan yang terkandung dalam data tersebut.
Deskripsi variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri atas jumlah sampel, nilai
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean)
dan standar deviasi, Uji asumsi klasik Uji asumsi

klasik dilakukan agar model regresi tidak
terdapat masalah multikolin ieritas,
heteroskedastisitas, autokorelasi dan data

terdistribusi normal.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model
regresi tidak terdapat masalah multikolo nieritas,
heteroskedastisitas, autokorelasi dan data
terdistribusi  normal. Jika asumsi  klasik
terdisitribusi normal tidak terd apat multikoli
nieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi maka
akan menghasilkan estimator yang sesuai Best
Linear Unbiased Estimator (BLUE), yang artinya
model regresi dapat digunakan sebagai alat
estimasi penelitian [37].

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui
apakah data sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji
apakah data Dberdistribusi normal atau tidak
dilakukan analisis grafik dan uji Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Data dikatakan normal apabila niali
signifikansi lebih besar dari 0,05[38].

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen. Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau
VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada
multikolonearitas [38].

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas diuji menggunakan uji

Glejser yang digunakan untuk mengetahui adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua

pengamatan pada model regresi. Dengan tidak
adanya heteroskedastisitas di suatu model regresi,
atau biasa disebut dengan homoskedastisitas.

Dasar untuk menguji heteroskedastisitas adalah

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila

nilai signifikannya > 0,05. Sebaliknya, jika nilai
signifikannya < 0,05 maka terjadi heteroskeda-
stisitas[38].
Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya).  Autokorelasi  muncul  dari

observasi yang berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lainnya [38].

2. Pengujian Hipotesis
Analisis Linier Berganda
Teknik yang digunakan adalah teknik analisis
regresi berganda, karena variabel bebas dalam
penelitian ini lebih dari satu.
Teknik analisis regresi berganda merupakan
teknik uji  linear yang digunakan untuk
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mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen, pengaruh dapat
dilihat dari hubungan positif atau negatif
antara variabel dependen dengan variabel
independen, dengan persamaan sebagai
berikut:

Y=a+ f1X1 + B2X; +e

Keterangan:
Y=Tax avoidance
B=Koefisien Regresi
X_(1)=Koneksi Politik
X_(2)=Komite Audit
e =Standar eror

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien Determinasi adalah uji yang
digunakan untuk pengukuran seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel independen adalah koefisien determinasi
(R2). Penilaian koefisien determinasi yaitu antara
0 dan 1. Hasil nilai Adjusted R2dapat naik atau
turun apabila satu variabel independen
ditambahkan ke dalam model. Apabila dalam uji
empiris terdapat Adjusted R2bernilai negatif,
maka nilai Adjusted R2dianggap nilainya nol
[38].

Uji F

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk
mrngukur apakah variabel independen yang ada
dalam model mempunyai pengaruh secara

simultan terhadap variabel dependen (Ghozali,
2013). Pengujian hipotesis dengan statistik F
dilakukan dengan menggunakan signifikan level
0,05 (0=5%). Jika nilai F > 4.00 dan nilai
probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima [38].
Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk melihat dan menguji
seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel
independen yang digunakan secara individual dalam
menjelaskan variabel-variabel dependen. Dapat
dilakukan uji t apabila nilai signifikasi t pada
masing-masing variable yang ada pada output hasil
regresi menggunakan SPSS memiliki tingkat
significant level 0.05 (o= 5%). Diputuskan bahwa
HO ditolak apabila signifikan t > 0.05, sedangkan
ditingkat signifikan itu juga Ha diterima yang berarti
secara individual variabel independen tidak
berpengaruh signifikan pada variabel independen.
Diputuskan HO diterima apabila signifikan t < 0.05,
sedangkan Ha ditolak yang berarti secara individual
variabel independen berpengaruh signifikan pada
variabel dependen[38].

PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan
atau memberigambaran tentang suatu data yang
dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata
(mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari
masing-masing variabel yaitu koneksi politik,
komite audit dan tax avoidance

Tabel 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
Descriptive Statistics

N Min Max Mean Std. Deviation
Koneksi Politik 250 1.00 .3600 .48096
Komite Audit 250 .00 1.00 .9920 .08926
Tax avoidance 250 .04 5.05 4299 50228
Valid N (listwise) 250

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan variabel
koneksi politik memiliki nilai minimum sebesar
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0,00, nilai maksimum sebesar 1,00, nilai mean
sebesar 0,360 artinya perusahaan manufaktur dan
perusahaan utama rata-rata memiliki koneksi
politik sebesar 36% dan nilai standar deviasi
sebesar 0,48096 lebih besar dari rata-rata, hal ini
menjelaskan koneksi politik memiliki varian
sebaran data yang besar. Variabel komite audit
memiliki nilai  minimum sebesar 0,00, nilai
maksimum sebesar 1,00, nilai mean sebesar 0,9920
artinya sebesar 99% perusahaan manufaktur dan
perusahaan utama rata-rata menerapkan peraturan

BEIl yang mengatur jumlah anggotakomite
audit minimal 3 orang dan nilai standar deviasi
sebesar 0,08926 lebih rendah dari rata-rata artinya
sebaran data untuk variabel komite audit

rendah.Variabel tax avoidance memiliki nilai
minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar
5,05, nilai mean sebesar 0,4299 artinya sebanyak
42% perusahaan manufaktur dan perusahaan
utama melakukan tax avoidance dan nilai standar
deviasi sebesar 0,50228 hal ini menjelaskan
variabel tax avoidance memiliki varian sebaran
data yang besar.

Uji Normalitas
Uji normalitas ini menggunakan uji statistik

Kolmogoro-Smirnov. Dasar pengambilan
keputusan dengan menggunakan uji statistik
Kolmogoro-Smirnov adalah Asymp Sig (2- tailed)
lebih dari 0,005. Hasil pengujian disajikan pada
tabel 3. sebagai berikut

Tabel 3. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 250
Normal Parameters? Mean ,0000000
Std. Deviation ,67917332
Most Extreme Differences Absolute ,073
Positive ,073
Negative -,071
Kolmogorov-Smirnov Z 1,148
Asymp. Sig. (2-tailed) ,143

a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas
menunjukkan nilai Asymp. Sig (2- tailed) sebesar
0,143. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai
signifikansi lebih dari 0,05, sehingga data residual
terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas ini digunakan untuk
mengetahui adanya korelasi antar variabel
independen. Uji ini dilakukan dengan menghitung
nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai
tolerance lebih dari 10% maka dapat disimpulkan
tidak terjadi  multikolonearitas.  Hasil  uji
multikolonearitas dijelaskan dalam tabel 4. sebagai
berikut:

Tabel 4. Uji Multikolonearitas
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Coefficients?

Collinearity Statistics

Toleranc
Model e VIF
1 Koneksi
Politik 995 1,005
Komite
Audit ,995 1,005
a. Dependent Variable: Tax avoidance

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi masalah multikolonearitas dengan
nilai VIF untuk variabel koneksi politik dan
variabel komite audit sebesar 1,005 dan nilai

tolerance untuk variabel koneksi politik dan
komite audit sebesar 0,995.
Uji Heteroskedastisitas

Uji  Heteroskedastisitas digunakan untuk

mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari

residual untuk semua pengamatan pada model
regresi. Pada penelitian ini, pembahasan akan
dilakukan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser
dilakukan dengan cara meregresikan antara
variabel independen dengan nilai absolut
residualnya.Dasar untuk  menguji  heteroske
dastisitas adalah  dikatakan tidak terjadi
heteroskedastisitas apabila nilai signifikannya
>0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikannya <0,05
maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients t Sig.

Model B  Std. Error Beta
1 (Constant) ,536 ,319 1,679 ,094
ggl?teiis' 140 075 118 1,867 063
Komite Audit  -,094 ,409 -,015 -,230 ,818

a. Dependent Variable: Abs_Resl
Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5. menunujukan hasil uji
heteroskedastisitas dengan nilai signifikan lebih
dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa
dalam model regresi tidak terjadi masalah
heteroskesdastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin
Watson dengan signifikasi 5% dengan jumlah
sampel 250 dan jumlah independen 2, nilai
DU<DW dan nilai DW lebih kecil dari (4-DU).
Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 6.
sebagai berikut:
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Tabel 6. Uji Autokorelasi
Model Summary®

Durb
in-
Adjusted R Std. Error of the  Wats
Model R R Square Square Estimate on
1 ,300? ,090 ,083 ,68192 2,062
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik
b. Dependent Variable: Tax avoidance
Sumber: Data diolah tahun 2019
Pengujian Hipotesis kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh
Uji Koefisien Determinasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien determinan (Adjusted R Square)  Hasil uji koefi sien determinasi dapat dilihat pada
digunakan untuk mengukur seberapa jauh  tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Koefisien Determinan
Model Summary®

Std.
Error of
the
Model R R Square Adjusted R Square  Estimate
1 ,300? ,090 ,083 ,68192
ANOVAP
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 11,359 2 5,680 12,214 ,000%
Residual 114,858 247 ,465
Total 126,217 249

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik
b. Dependent Variable: Tax avoidance
Sumber: Data diolah tahun 2019

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Koneksi Politik
b. Dependent Variable: Tax avoidance

Bedasarkan tabel 7. menunjukan besar Adjusted R dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
Square adalah 0.083. Artinya 8,3% variabel tax  dimasukan dalam penelitian ini.

avoidance dipengaruhi oleh variabel koneksi

politik dan komite audit sisanya 91,7%

Uji F
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Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh
semua variabel independen yang ada pada model
secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka
dapat disimpulkan hipotesis diterima.

Berdasarkan tabel 8. menunjukan bahwa hasil
uji F dengan nilai F sebesar 12,214 dengan
probabilitas 0.000, dapat disimpulkan bahwa

koneksi politik dan komite audit secara simultan
berpengaruh terhadap tax avoidance

Uji Statistik t
Uji t ini digunakan untuk mengetahui sejauh
mana  pengaruh masing-masing  variabel

independen secara individual terhadap variabel
dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji t:

Tabel 9. Uji Statistik t
Coefficients?

Unstandardized

Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1,084 ,482 2,247 ,026
Koneksi Politik ,228 113 123 2,018 ,045
Komite Audit -2,870 ,618 -,283 -4,645 ,000

a. Dependent Variable: Tax avoidance
Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 9. menunjukan bahwa
variabel Koneksi politik memiliki pengaruh positif
terhadap tax avoidance pada tingkat signifikan 5%.
Koneksi politik memiliki probabilitas sebesar
0.045<0,05 dengan nilai t sebesar 2.018.Komite
audit memiliki probabilitas 0,00<0.05 dengan nilai
sebesar -4.645. Hal ini menunjukan bahwa
hipotesis diterima yaiut komite audit berpengaruh
negatif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax
avoidance

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai
signifikan yang dihasilkan koneksi politik sebesar
0,045 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang
dihasilkan adalah positif sebesar 0,123. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa H; diterima,
hal ini menandakan bahwa variabel koneksi politik
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil
analisis penelitian ini menunjukkan pengaruh yang
positif pada tax avoidance bahwa hubungan politik
yang tinggi maka tingkat tindakan penghindaran
pajak semakin tinggi pula. Ketika sebuah
perusahaan terhubung secara politik perusahaan
tersebut cenderung membayar pajak yang lebih
rendah serta mendapat fasilitas pemeriksaan pajak
yang rendah. [13]menyebutkan bahwa dalam dunia

usaha antara perusahaan dengan pemeritahaan
saling membutuhkan  dimana  perusahaan
membutuhkan pemerintah terkait izin usaha yang

akan dijalankan serta untuk melegitimasi
kegiatannya di dalam pasar, sedangkan pemerintah
membutuhkan perusahaan untuk menambah
pendapatan negara dari pemungutan pajak.
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang di
lakukan [15], [39], dan [14] menyimpulkan bahwa
koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax
avoidance.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax
avoidance

Hasil analisis menunjukan nilai signifikan
komite audit sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan
nilai beta yang dihasilkan sebesar -2,83. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa H; diterima,
artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap
tax avoidance pada perusahaan manufaktur dan
tambang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semakin banyak jumlah audit pada suatu
perusahaan maka tindakan manajer untuk
melakukan tax avoidance akan semakin rendah.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
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[11]
[22] dan [39] yang menyebutkan bahwa komite
audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
mensyaratkan anggota komite audit sekurang-
kurangnya adalah tiga orang. Komite audit
memiliki peran penting dalam pengawasan dalam
penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk
mencegah kecurangan oleh pihak manajemen.
Komite audit berpengaruh negatif ternadap tax
avoidance. Keahlian akuntansi dan keuangan yang
dimiliki ~ komite audit diharapkan  dapat
memberikan saran serta arahan yang berguna
untuk tidak melakukan praktik tax avoidance.
Semakin banyak komite audit yang ada dalam
suatu perusahaan, semakin rendah tingkat praktik
tax avoidance)yang dilakukan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil anailsis data dan pembahas yang
telah dilakukan, maka dapat diambil kesempula
sebagai berikut:

1. Variabel koneksi politik berpengaruh positif
terhadap tax avoidance. Hasil ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh [14] dan [13]
yang menemukan bahwa koneksi politik
berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2. Variabel komite audit berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian yang
dilakukan[22],[39] dan [11] yang menemukan
bahwa komite audit berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance.

Saran untuk penelitian selanjutanya:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan
menambah  variabel independen lainnya
seperti foreign activity, transfer pricing, atau
real earnings management.

2. Diharapkan penelitian
menggunakan pengukuran tax avoidance
selain  CETR misalnya  menggunakan
pengukuran book tax gap (BTG) atau Book
Tax Difference (BTD).

selanjutnya dapat
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